
PENGIIASIUTN TETAP, TI'I{JAIIGAIT' DAIT BIAYA PER-'ALIIITAIT

KEpALA DESA DAI{ pghANCKAT DESA' SERTA TLNJANGAN

BI,PATI JEI{EPOI{TO

PROVIilSI SULILWESI SELITTAIT

PTRATURAI{ BT'PATI JENTFOIITO

NOMOR t6,A TAIIUN 2(,17

TTIYTANG

PERMUSYAWARATAIT DESA KABI'PATEN JEITEI,IOITTO

TAIilIIT ANGGARAIT 2OI7

DEIYGAIT RAHMAT TT'}IAI{ YAITG MAIIA ESA

BUPATI JEITEFOITITO'

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1),

ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O1"5

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tenta-ng Desa, maka dipandang perlu

men,etapkan Besaran Penghasilan Tetap, T\rnjangan, dan

Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa,

serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten JenePonto;

b. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2015

tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa tidak sesuai lagi dengan keadaan

saat ini, sehingga perlu diadakannya penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurlf b, perlu ditetapkan dengfn
Peraturan Bupati JenePonto.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentrrkan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tarrtbahan Lembaran Negara *epublik Indonesia Nomor
t8221;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tapbahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor +aSS); I

MenimbHng:
I

i

I

I
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3.Undang-UndangRepublikInd.onesiaNomor12Tatrun20ll
tentangPembeatrrkanPeraturanPerundang-Undangan
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunzoLLNomor
82,Tambafrarrl'"mbaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
52341;

4. Undang-Undang Republik Ind'onesia Nomor 6 Tahun 2Ol4

tentang Desa (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

zol4NomorT,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indoraesia Nomor 5a95);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4

tentangPemerintahanDaerah(IrmbaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 20t4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah

diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang
NomorgTahun2olstentangPerubahanKeduaatas
Undang-undang Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahurn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Reptablik Indonesia Nomor 56791;

6.Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor3oTahun2oL4
tentan[ Mmiiistrasi pemerintahan {Lembaran Negara

Republit Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan

IrmbaranNegaraRepubliklndonesiaNomor560l);
7. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang

Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor t23, Tambahan

Lemb arar- Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 57 L7l;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun
2Ol4 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 TaJr:un 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 201,4 tentang Dana Desa Yang

bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun 2OL6 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
586a);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Ker-langan Daera.tr,

sebargaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20 1 1 It



Menetapkan :

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Nomor
31O);

1O. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2O36)i

L2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun
2AO7 tentang Pedoman Pen5rusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2AOT Nomor t73l;

l3.Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor O1 Tahun
2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan
Kepana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2015 Nomor 233);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun
2O1T tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2OL7;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun
2OLT tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran ZOLT (Berita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OtT Nomor L 1).

16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun
ZOLT rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2OLT (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto
Tahunr 2OL7 Nomor O7).

17. Peraturran Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun
2OL7 tentang Tata cara pembagran dan penetapan rincian
Aloka,si Dana Desa dan prioritas penggunaan Alokasi Dana
Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran zAfi perita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2ALT Nomor 12).

UTMUTUSKAIf:

PER/I'TITRAN BT PATI JEITEPOITTIO TEITTAIIG BEfiARAN
PIilGTIASILIIN TETAP, TUNJAITGAN DAN BIAYA
PER.IAL/UIAII DIilAS KEPALII DESA, DAII PERAIIGKAT
DEiS^A,, SERTA TITIITAIIGAII BAIIAIY PERMUSYAWARATAil
DTSA I(IIBIIPATEtrT JEITEPOISTIO.

BAB I
KETEITTUAII I'MUIII

Pasal 1

Dalanr ruranrran Bupati ini, yang dirnaksud dengan :

1. Daere4h adalah Kabupaten Jeneponto; trrt

:

I

I



2.

3.
4.

pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Peny. blenggara Pernerintahan Daerah;
Bupafi adalah Bupati JenePonto;
Oesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selarljutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat _hukum yang
memieititci batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusg.n pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakBrsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakfi dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Repr4blik Indonesia;
pem{rintafr Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsUr penyelenggara Pemerintahan Desa;
Pernerintahrrt Oe"" adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepefirtingan masyarakat setempat datam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Kepala Desb adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewdnang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga
Desqnya dan m,elaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah
Daer,ah;

8. pera{.lgkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas
Seknetaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;

g. Bad&n Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintalhan yang anggotanya mempakan wakil dari penduduk
Oesd berdasarkan ketemakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis;

10. Pegqwai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga
Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan,
diantskat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
Per(ndang-Undangan yang berlaku ;

I 1. Pera,turan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
olehi Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Pernlusyawaratan Desa;

12. Ker-l4ngan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan deragan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belagrja Negara yang diperuntukkan bag Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/Kota dan
digtllrat<an untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaflcsanaan p,embangunafl, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemfuerdaya€rn masYarakat;

14. RekOning Kas Umum Desa adalalr rekening tempat menyimpan uang
pefltrerintahan Desa yang menafilpung selurrh penerimaan Desa dan
digqnakan untuk membayar selruh pengeluaran Desa dan Bank yang
ditetapkan;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalhh rencalra keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

16. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan
atatr gqii yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan
dil+tik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang
bervyenang;

17. Tuqiangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau
Perqngkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi
Kepqla Desa dan Peqangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan. 

I

5.

6.

7.



Ruang lingkup
Desa

BAB II
RUANG III{GKUP

h,sal 2

Peraturan Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan
yang dianggarkan dalam APBDesa berupa :

tetap;

lain yang sah.

tgtap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan

l

Pe
a.
b.
c.

Bagiaa Pettama

Penghasilan Totap Kepala Desa dan Peranght Desa

Pasal 3
i(1) P$rghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana

diriraksud dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan
Dalrr. Desa ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang
APBDesa;

{21 Pejrgalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan
Pe{angkat Desa dihitung sebagai berikut :

I

a.,&DD yang berjumlah sampai dengan Rp. 5OO.OOO.O0O,OO (Lima
rSatus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 6Qo/o (Enam Puluh
perseratus);

b. ttDD yang berjumlah lebih Rp. 5O0.OOO.OOO,OO (Lima Ratus Juta
pupiah) sampai dengan Rp. 7OO.OO0.OOO,OO (T\iuh Ratus Juta
$upiah) digr-makan antara Rp. 3OO.OOO.OOO,OO (Tiga Ratus Juta
Pupiah) sampai dengan paling banyak 5O% (Lima Puluh Perseratus);
I

c. .,H,DD yang berjumlah lebih dari Rp. 7OO.OOO.OO0,OO (Tujuh Ratus

frt" Rupiah) sampai dengan 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta
pupiah) digunakan antara Rp. 35O.OOO.OO0,OO (Tiga Ratus Lima
F"t rtt Juta Rupiah) sampai dengan 4Ao/o (Empat Puluh Perseratus);

d.{dDD yang berjumlah lebih dari Rp. 9OO.OOO.O0O,0O (Sembilan Ratus
iluta Rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (Tiga Ratus
pnam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 3oo/o (Tiga
Fuluh Perseratus).

(3)

penghasilan tetap diberikan kepada :

desa LAOo/o;

kretaris desa paling sedikit 7oolo - 8Oo/o dari penghasilan tetap
Desa per bulan; dan

desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50o/o - 6o0/o dari
ghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Pasal 4

(1) Kepala Desa
tepu

I

dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan

l4l
a.
b.

t2l Peprghasilan
setiap Bulan;



(3)

Turjangaa Kepala nesa, PerangEt Desa' dan
:Btdm 

PtrmusYawaratan Desa

i

t1) Sen$in diberikan penghasilan tetap T"pd1 Desa dan Perangkat Desa

dibprikan tunjangan- y""i'u""[I*ult ian APBDesa berdasarkan

ilF; peraturan Pemndang-undangan;

(21 
^ril:^rru 

,, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberika, setiap

burlPn;
I

(3)Be$aranTunjanganK:P.d"DesadanPerangkatDesasebagaiarnan
diqlaksud pada ayat tff iitltrJt t *"U"e*#rt"" tercantum dalam

LatnPiran Perahrran BuPatr rm'
i

I ,r".t "

ksel 5

Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan;

sebagaimana dimaksud pada ^yat {1) diberikan setiap

BAB III

PEITGHASILAN XTPAI"A DESA DATI PERAI{GKAT DESA
YAITG BERSTATUS PilS

Pasal 7

wai Negeri sipil (PNS) yang terpilih menjadi Kepala Desa

gkat minjadi 
- 
Kepala' Desa dibebaskan sementara waktu

(1)

l2l

t

(3) Beisaran Tunjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} ditetapkan

sehagaimana terfa'Arm dafam hmpiran Peraturan Bupati ini'
I

(1)

(2)

(3)

(41

(5)

atau
dari

Desai.b;[" orea;ik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat
-taLrp" 

kehilangan status dan haknya sebagai PNS;

yangberhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana
Ls,ra ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk;

wai Negeri Sipil yang rnenjadi Kepala Desa atau Perangka.t Desa
ak mendapatkan Penghasilan Tetap, dan Tunjangan serta

lainnya yang sah;

wai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Kepala Desa dan Perangkat
r dapat ainait t an pangkatrrya sesuai dengan Peraturan Perundang-

Kepala Desa antar waktu berdasarkan Surat Kepuhrsan Bupati
ronto dapat diberikan Pgnghasilan Teta.p, dan T\rnjangan sertai,ilc;;;"hI



(1)

{21

BAB IV

I tlrE CARA pEltea"ruAlt pENGHAsrr,aIt rETAp,
:rUIrueIrcen rrEPAt/I, DEsA DAN PERAITGKAT DESA sERTA

AfrGGOTA BAI'AIT PTRMUSYAtr/ARATAIT DESA

ksal 8
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Anggota Badan
Pe*musyawaratan Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan
bulan Desember 2OL7;

D^fn" SILTAP dan Tunjangan yang telah ada rekening masing-masing
Depa dicairkan apabila sudah sesuai dengan mekanisme sebagai
be{ikut:
a. lsetiap bulan Desa mengirimkan Daftar Penerimaan Penghasilan

,Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota
itsadan Permusyawaratan Desa yang menerima dengan
mempertimbangkan Jumlah Dusun setiap Desa;

b. iTiap Desa harus mengambil Surat Keterangan Bebas Temuan dari
llnspektorat;

c. iDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan Surat
iR"ko*"rrdasi pencairan Penghasilan Tetap aan lunlangan dalam
iNotasi Dana Desa;

d. iA,pabila persyaratan dan kelengkapan berkas sudah dipenuhi oleh
Desa yang bersangkutan maka BPKAD Kabupaten Jeneponto segera

i mencairkan Dana tersebut.

Pasat 9

Pe4tsawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan
Ke4ia Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan
se$uai dengan perundang-undangan yang berlaku;

l

Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan
Per,hrusyawaratam Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan
Pedpturan Desa;

(3) Di4as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara fungsional
metraksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian
ter{radap realisasi penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kenlala Desa dan Perangkat Desa;

(4) Kepala BPKAD clan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mei'nfasilitasi realisasi penerimaan Penghasilan Tetap dan Tlrnjangan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan
Deqa.

L

I

.

Pasal 1{)

Pe-r$alanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan
peiabat kelurahan, selain itu harus dilengkapi dengan : Dasar Surat,IJ

Sufat T\rgas, SPPD, serta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
Metr<anisme perjalanan Dinas, Surat T\.rgas dalam Daerah di

i oleh Kades/Camat, Luar Kabupaten ditandatangani Oleh
daerah/Kepala Dinas PMD, sedangkan untuk luar Propinsi

i oleh Bupati serta Laporan Hasil Pedalanan disesuaikan
gan Pejabat yang memberikan Surat flrgas;

!

SPPD Desa dibuat sendiri oleh Desa yang bersangktrtan

i

(1)

(21

BAB V

IBIAYA PER"IALITNAN DIITAS DESA

(u

{2t

(3)



BAB VI

I(BTENTUAIT PENUTUP

Pasal 11

Denga:: Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangfuat Desa, Ttrnjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota
Badan lPermusyawaratan Desa dinyatakan di cabut dan tidak'berlaku lagi.

Pasal 12

Peratu.r;eLn Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orartg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jenepomto.

Diundar:gkan di : Jeneponto
Pada tarn'ggal : zf. APRIL

Ditetapkan di : Jeneponto
Padatanggal : eS' ApRrL

2417

2AL7

BERITA DAERAH KAIIUPATEN JENEPONTO TAHUN 2OLT NOMOR tb'a

Pembina Utama Madya
19660420 1991031 008



LAMPIRfl,IT : PERATT,RAN BI,PATI .,ENEPONTIO

NOMORI I tb-a TAHUII 2OL7
TANGG4L i ze dpprL 2OL7

i

BEsAiRAII PEITGHAsILI\IT TEf,APn TUNJAIYGAI{, BIAYA PER",ALANATT

I pruaS KEIPALA DESA DAlt PERANqKAT DESA' SERTA
TUITJAIIGAN BADAIT PERMUSYAUIARA?AN DESA

TNIUIT AITGGARAN 2OL7

A. Bes :an Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

Cataltan :

- S$suai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015
- Pdrhitungan l}Ao/o diambil dari 6O% dari jumlah ADD dibagi jumlah

Pdrangkat Desa dibagi 12 bulan sarna dengan Besaran Penghasilan
Tejt"p Kepala Desa;

- P(rhitungan sekdes TOYo-8Oo/o diambil dari Penghasilan Tetap Kepala
pesa;

- Pdrhitungan kaur, seksi, dan Dusun 5O0/o-6O% diambil dari Penghasilan
*"trp Kepala Desa.

-i
i

B. Be#ran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

C. Bes{ran T\rnjangan Anggota Badan Perrntrsyawaratan Desa.



D. Besarlan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
I

I

I

2. Luhr Kabupaten

i
I3. Luhr Propinsi
:

Catatan 1 biaya diatas adalah biaya diluar Tiket Pulang Pergi.

BT'PATI JENEPIOIITO,

1. Daerah

Ito JA]BATAN SATUAIY KETERAITGAN

1. Kepala Desa o/H Per Bulan

2. Selsetaris Desa o/H Per Bulan

3 Kepala Urusan olH Per Bulan

4. Kepala Seksi o/H Per Bulan

5. Kepala Dusun olH Per Bulan

ilo JABATAW SATUAIT
UAITG
SAKI'
lRpl

UAT\TG

MAKAN
lRol

JI'MI,AH UANG
ITARIAI{ (Rp}

1. Kepala Desa olH 500.ooo,- 350.OOO,- 850.OOO,-

2. Sekretaris Desa o/H 350.OOO,- 350.O00,- 700.000,-

3 Kepala Urusan olH 350.0O0,- 350.0OO,- 700.ooo,-

4. Kepala Seksi o/H 350.O00,- 350.OOO,- 700.ooo,-

5. Kepala Dusr.ln olH 350.OOO,- 350.OOO,- 700.oo0,-

NO JABATAIT SATUAN
UAITG
SAIflI
lRpl

UANG
MAI(AN

(Rpl

JIIULAII UA"IYG
HARIAII (Rp|

1. Kepala Desa olH 600.OOO,- 400.ooo,- l.OOO.OOO,-

2. Sekretaris Desa olH 400.0oo,- 400.o00,- 800.ooo,-

3 Kepala Urusan olH 400.ooo,- 400.0o0,- 800.000,-

4. Kepala Seksi olH 400.o00,- 400.000,- 800.0o0,-

5. Kepala Dusun olH 400.00o,- 400.000,- 800.0oo,-

Dinas Purn

1',


